PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2004

TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menciptakan
kondisi sosial ekonomi negara yang baik dan
seimbang, perlu mengubah beberapa ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah,
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : . ..
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Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4310);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dua Kkali

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37

Tahun 2006 . . .
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Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4659);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24
TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416), yang telah beberapa

kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:

a. Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

b. Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .
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1. Ketentuan Pasal 1 angka 15a dan angka 15b diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut:

15a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang
yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota
DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong
peningkatan Kkinerja pimpinan dan Anggota
DPRD.

15b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
adalah dana yang disediakan bagi pimpinan
DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan
operasional yang berkaitan dengan
representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain
guna melancarkan pelaksanaan tugas

pimpinan DPRD sehari-hari.

2. Ketentuan Pasal 10 A ayat (2) dihapus sehingga Pasal
10 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 A
Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10, kepada pimpinan dan Anggota DPRD
diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan

Komunikasi Intensif.

3. Ketentuan Pasal 14 A diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 14 A

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 A diberikan kepada
pimpinan dan Anggota DPRD dengan

mempertimbangkan . . .
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mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah.

Kemampuan keuangan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga)
kelompok, yaitu:

a. tinggi;

b. sedang;

c. rendanh.

Bagi daerah dengan kemampuan Kkeuangan
daerah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi
pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling
banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua
DPRD.

Bagi daerah dengan kemampuan Kkeuangan
daerah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi
pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling
banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua
DPRD.

Bagi daerah dengan kemampuan Kkeuangan
daerah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi
pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling
banyak 1 (satu) kali uang representasi Ketua
DPRD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan

kemampuan keuangan daerah sebagaimana

dimaksud . . .



